SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI

Menimbang

Mengingat

INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

bahwa tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi
Inspektorat telah diatur dalam Peraturan Bupati Ciamis
Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Unsur Organisasi Inspektorat;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, telah dilakukan penyesuaian susunan
organisasi Inspektorat, yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Ciamis Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana
dimaksud b, maka Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu di sesuaikan dan ditinjau
kembali, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Ciamis
Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi
Inspektorat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 39
TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNSUR ORGANISASI INSPEKTORAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 39 Tahun 2016
tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Inspektorat, diubah
sebagai berikut:
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Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai
berikut:

10.

11.
12.
13.

14.

15.

Pasal 1
Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
Bupati adalah Bupati Ciamis.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.
Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari
pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau
pemerintah provinsi.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ciamis yang merupakan
Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam membina dan
mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Ciamis.
Sekretaris Inspektorat adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Ciamis.
Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat
Kabupaten Ciamis.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pejabat Fungsional Auditor (PFA),
Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
(P2UPD) dan Pejabat Fungsional lainnya.
Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan

pertanggungjawaban keuangan.



-4 -

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:

a.
b.

TR0 Q0

Inspektur;

Sekretariat, membawahkan:

1) Sub Bagian Perencanaan dan Program;
2) Sub Bagian Administrasi dan Umum; dan
3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
Inspektur Pembantu Wilayah I;

Inspektur Pembantu Wilayah II;

Inspektur Pembantu Wilayah III;
Inspektur Pembantu Wilayah IV;
Inspektur Pembantu Khusus; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 selengkapnya berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 4

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh

Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan

oleh Perangkat Daerah.

Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan,;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan

Bupati;

penyusunan laporan hasil pengawasan,;

pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

pelaksanaan administrasi inspektorat; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

T@ oo

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 selengkapnya berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 9
Inspektur Pembantu terdiri dari Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur
Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur
Pembantu Wilayah IV dan Inspektur Pembantu Khusus, berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
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(3)

(4)
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Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh
perangkat Daerah, pemerintahan desa serta pengaduan pada
instansi/satuan organisasi perangkat Daerah sesuai dengan wilayah
kerjanya.

Inspektur Pembantu Wilayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan pengusulan program pengawasan di wilayah
kerjanya;

b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;

c. pelaksanaan tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan,
pengujian dan penilaian;

d. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya;

e. pembinaaan kewilayahan dalam rangka percepatan percepatan

menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik;

pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;

pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;

pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan;

pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas

dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tuas melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat dan

audit investigasi, koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi,
pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dan evaluasi pelayanan
publik.

Inspektur Pembantu Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan pengawasan internal yang Dberkaitan dengan
pelaksanaan tugas dan fungsinya;

b. penanganan  pengaduan = masyarakat atas  penyelengaraan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

c. pelaksanaan koordinasi pengawasan dengan unit kerja terkait,
aparat pengawasan intern pemerintah lainnya, Badan Pemeriksaan
Keuangan dan aparat penegakan hukum;

d. pelaksanaan audit investigasi atas dugaan/potensi penyalahgunaan
wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah/desa;

e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

f.  pengkoordinasian pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi
melalui  penilaian mandiri reformasi  birokrasi, asistensi
pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan pengawasan,
dan evaluasi pelayanan publik;

g. pelaksanaan verifikasi LHKPN, LHKASN dan unit pengelola
gratifikasi;

h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;

j-  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya.

o e
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Pasal II

Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Inspektorat
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, mulai berlaku setelah
dilakukannya pelantikan atau pengisian jabatan Perangkat Daerah pada
Inspektorat.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Desember 2020

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TATANG
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001




